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TAHUN 2OTI

Menim[,, rug

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

a. bahwa dalam rangka pembinaan jenjang Sekolah Dasar, dipandang perlu

untuk memberikan lzin Operasional SD-SMP Satu Atap Laut Tawar

Kecamatan Simeulue Barat dilingkungan Dinas Pendioikan Kabupaten

Menginp rl

Simeulue;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru,f a

diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan'

: l-. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan ke

Istimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

Z. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupat'r:n

Bireuen dan KabuPaten Simeulue;
?.. undang-undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nom or 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Unadang Nomor 32 'Iahun 200, tentang Pemerintah Daei:ah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nom or 1,1, Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;
B. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentangWajib Belaiar;

j.0. peraturan Pemerintah Nonror 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan;
11. peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;

LZ. peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun l-998 tentang Pendidikan Menenglh;

13. peraturan Pemerintah Nomor l-7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran

Pemerintah Nomor 66 Tahun 20L0;

1,4. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1,3 Tahun 2006 tentang Pedornan

pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20L'L tentang Perubahan Kedua atas

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman


